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RINGKASAN

STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERWAWASAN GENDER DI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Tujuan studi kebijakan pendidikan ini adalah untuk mengkaji rumusan dan
implementasi kebijakan pembangunan pendidikan DI Universitas Negeri Medan
(Unimed) yang dilihat dan persepektif gender, sehingga dapat dirumuskan ulang
kebijakan dan rencana aksi pembangunan yang berwawasan gender. Secara
khusus kegiatan studi ini bertujuan untuk: melakukan pengumpulan dan analisis
data pembangunan pendidikan di tingkat Unimed dengan menerapkan Gender
Analysis Pathways (GAP) dan melakukan kajian dan reformuiasi kebijakan
pendidikan di tingkat Propinsi dengan menerapkan Polficy Qutlook and Plan of
Action (POP).

Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi Sumber data
sekunder berupa data-data kuantitatif yang ada di Unimed. Pendekatan analisis
yang ditakukan sebagai studi gender adalah Gender Analysis Pathway (GAP)
dan Policy Outlook and Action Planning Process (POF).

Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Rumusan kebijakan
pendidikan  di Unimed persifat netral gender dan tidak diarahkan untuk
mengatasi kesenjangan gender, (2) Beberapa isu kesenjangan jender di Unimed
mencakup: (a)Kesenjangan gender yang terjadi pada keterwakilan dalam
menduduki jabatan strujktural (b) Kesenjangan gender yang tenadi akibat
adanya perbedaan latar belakang tingkat pendidikan antara dosen perempuan
dan laki-laki: {c) Kesenjangan gender terjadi juga pada pencapaian golongan dan
jabatan fungsional untuk dosen dimana semakin tinggi golongan dan jabatan
fungsional semakin kecil jumlah dosen perempuan yang dapat mencapainya, (d)
Kesenjangan dalam pengambiian jurusan bagi mahasiswa perempuan dan laki-
laki teriihat dari masih didominasinya jurusan yang ada di fakultas teknik dan
keolahragaan oleh iaki-laki dan fakultas MIPA, FIP, FBS dan FIS, walaupun dari
segi kecepatan selesai studi perempuan memiliki tingkat penyelesaian yang
cepat.

Beberapa implikasi kebiajan yang perlu diterapkan antara lan. (1)
Meningkatkan peluang dan mendorong perempuan maupun laki-laki untuk
memasuki jurusan-jurusan yang masih bias gender, sehingga tenadi
keseimbangan gender; dan {(3) Meningkatkan peluang bag: perempuan untuk
menduduki posisi pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan
persyaratan kualitas managerial dan akademik. :
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SUMMARY L;N_!*M L

STUDY POLICY OF EDUCATION WATH VISION OF GENDER {iN] STATE
HINIVFRSITY OF MEDAN

Study target policy of this education is to study implementation and formula

solicy of dovelopmont of cdusation storey; level of State Universily of Medan
seen of gender, so that can be formulated again development action plan and
policy which with vision of gender. Peculiarly activity of this study aim to to:
conducting data analysis and gathering deveiopment of education in State
University of Medan storey; level by applying Gender Analysis Pathways (GAP)
and conduct and study of make policy of education in] Province storey;level by
applying Policy Outlock Plan Action of and ( POP).

Research data collected to through] documentation study. Source of data of
secundery in the form of quantitative datas which [in] coliege Approach of
conducted analysis as study of gender is Gender Analysis Pathway (GAP) and of

Policy Qutlook Action Planning Process and (POP).

Study result which indicate that: (1) Formula policy of education for college [in]
State University of Medan have the character of neutrally of gender and do not
be instructed to overcome difference of gender; {2) Some difference issues of
gender in higher education area include; cover: (a) disparitas that happened at
occupying position of structural in college; (b) Difference of gender that
happened effect of existence of difference of background mount education
between woman lecturer and men; (c) Difference of gender happened also
attainment of functional occupation and faction for lecturer where faction
excelsior and functional position smaller the amount of lecturers woman of tired
which can of him; {d) Difference in intake of majors for student woman of men
from seen from still predominated by} majors him which in facuity of technigue by
men, although from speed facet finish woman study have solution storey; level
which quickly. '

Some policy implications which need to be applied for exampie: (a) improving
opportunity and push woman or men to enter majors which still diffraction of
gender, so that happened balance of gender; and (b} Improving opportunity for
woman to occupy decision making ‘position without negiecting clauses of
managerial quality and academic.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan di lndonesia sangat bergantung pada kualitas peran
serta laki-laki dan perempuan. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonksia
menjamin kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan, dalam kenyataannya
perempuan masih terlinggal dibanding laki-laki dalam berbagai kehidupan. termasuk
bidang pendidikan. Perempuan belum mendapatkan kesempatan yang optimal dalam
pelaksanaan akses. peran. kontrol serta manfaat pembangunan. Hal ini disebabkan oleh
. pendekatan pembangunan vang belum mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan
gender, atau turut berkontribusi dalam melanggengkan kesenjangan gender ..

Kesenjangan gender dibidang pendidikan dapat ditengarai setidaknya dan tiga
aspek. Pertama akses dan pemerataan pendidikan mencakup indikator: angka partisipasi
sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi Murni (APM}, angka
buta aksara/angka melek aksara. Kedwa, mutu dan relevansi pendidikan, dilihat dari
indikator: angka putus sekolah, angka mengulang kelas, keberadaan materi bahan ajar,
proporsi menulis bahan ajar perempuan terhadap penulis laki-laki, proporsi mahasiswa
perempuan terhadap mahasiswa laki-laki menurut program studi pada jenjang pendidikan
tinggi. Ketiga manajemen pendidikan, dilihat dari indikator: kebijakan pemerintah,
pelaksanaan kebijakan serta proporsi perempuan terhadap laki-laki dalam perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan.

Kendala yang dihadapi perempuan dalam pendidikan merupakan persoalan
attitude masyarakat yang didominasi laki-laki, schingga akses dan kesempatan tidak
merata diantara perempuan dan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari angka Partisipasi
Sckolah (APS) dan angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan salah satu alat ukur
partisipasi masyvarakat terhadap pendidikan. Secara jelasnya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1 APS dan APK menurut kelompok umur,

Jenjang Pendidikan APS APK
SD 92.81%, 108, 73 %.
SMP 69,90 % 83,45
SMA 42,68 % 56,91 %
Perguruan Tinggi 3,89. %

Sumber : Asmara, 2004 .



Berdasarkan data di atas makin tinggi tingkat pendidikan makin kecil
partisipasinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerataan pendidikan belum
maksimal terwujud. Padahal bila mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31,
ayat 1. yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
Persamaan hak ini juga termaktub pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.
2 tahun 1989, dan Undang-Undang No. 20 tahun 2003. Hal ini sesuai dengan komitmen
pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Convention on The Elimination of all
Forms of Diserimination Against Women (Cuedow) dengan menetapkan Undang-Undang
Na. 7 1ahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perem puin.

Pelaksanaan pembangunan merupakan kewjiban setiap komponen masyarakat,
tidak membedakan jenis kelamin, ras atau suku. Peranan perempuan berkualits dalam
pembangunan bangsa perlu ditingkatkan. Oleh sebab ity pendidikan kaum perempuan
semestinya menjadi prioritas. Dalam berbagai data diketahui bahwa kenyataan yang ada
pendidikan kaum perempuan secara kuantitas masih belum maksimal. Oleh karena itu
penelifian ini bermaksud melakukan studi Kebijakan Pendidikan Berwawasan gender
dengan menggunakan Gender Analysis Pathways (GAP).

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah rumusan kebijakan pendidikan di Universitas Negeri Medan ?

2. Bagaimanakah profil Pendidikan di Universitas Negeri Medan ?

3. Apa saja bentuk kesenjangan gender di Universitas Negeri Medan dilihat dari akses,
peran dan kontrol dan manfaat ?

4. Apa saja faktor penyebab kesenjangan gender di Universitas Negeri Medan ?

5. Apa sdja isu-isu kesenjangan gender yang perlu mendapat perhatian ¢
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Bagi Kaum Perempuan

Pendidikan adalah kata kunci yang menjadi elemen penting dalam kehidupan
masyarakat, karena pendidikan diakui mampu mengangkat harkat dan martabat manusia,
dalam berbagai kehidupan. Hal tersebut bukan saja menyangkut pada aspek ekonomi saja
micintnhan juga aspek budaya. sosial lingkungan dan aspek agama. Walaupun keasadaran
dar partisipasi masyarakat di berbagai bidang pendidikan telah scdemikian besar, namun
ternyata berbagai persoalan dasar menyangkut pendidikan terutama bagi kaum
perempuan masih ditemukan. Keadaan seperti ini terjadi hampir disetiap propinsi di
Indonesia. Begitu juga di Propinsi Sumatera Utara. Sampai saat ini propinsi Sumatera
Utara belum mampu menciptakan sistem pendidikan yang baik. Bahkan berdasarkan data
Dinas Pendidikan (2004) bahwa rangking Sumatera Utara berdasarkan Human
Development Indeks (HDI) khusus pulau Sumatera berada pada peringkat 68, 6 pada
tahaun 2002. Dimana salah satu komponen HDI tersebut adalah indeks pendidikan.
Selain itu diketahui juga bahwa jumlah penduduk miskin di Propinsi Sumatera Utara
tahun 2000 sebanyak 18.883.900 atau 15,84%. Dilihat dari data tersebut, maka salah satu
upaya untuk peningkaten kualitas penduduk maka pendidikan merupakan alternatif yang
paling tepat. '

Pelaksanaan pembangunan merupakan kewajiban setiap komponen masyarakat,
tidak membedakan jenis kelamin, rasa ataupun suku. Peranan perempuan berkualitas
dalam pembangunan bangsa periu ditingkatkan. Oleh sebab itu pendidikan kaum
perempuan semestinya menjadi prioritas. Dalam berbagai data diketahui bahwa
kenyataan yang ada pendidikan kaum perempuan sccara kuantitas masih belum
maksimal. Data tahun 2002/2003 perkembangan jumiah siswa hingga perguruan tinggl
masih didominasi kaum laki-laki. Masalah-masalah lain vang terjadi schagai bentuk
ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan ini masih cukup besar. Kondisi int dapat
diketahui dari cerminan data angka partisipasi masuk (APM) perempuan untuk berbagai
jenjang pendidikan secara konsisten lebih rendah dari laki-laki. Begitu juga dalam
pemilihan bidang studi, perempuan lebih dominan di perguruan tinggi yang terdaftar pada
jurusan-jurusan keahlian terapan seperti manajemen, psikologi, sementara laki-laki lebih

dominan dalam jurusan teknologi dan ilmu-ilmu keras seperti fisika, biologi, kimia dan



teknik. Begitu juga ditingkat menengah dimana untuk propinsi Sumatera Utara keadaan
siswa kejuruan SMK, jumlah siswa perempuan hanya 42 %. Keadaan tersebut tidak
teriepas dari masalah mendasar dalam ketidakadilan gender, yaitu budaya (culture) yang
masih melekat di masyarakat.

Upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, diupayakan dengan adanya
undang-undang tentang otonomi dacrah dana peraturan pemerintah tentang kewenangan
pemerintah propinsi sebagai dacrah otonom, maka harus ada beberapa strategi yang perlu
ditukukan dan disepakati demi lebsh oplimainya upaya mengubah budaya yang tdak adil

gender.

B. Perhedaan Gender dalam Pendidikan

Perbedaan gender dalam pendidikan terjadi disebabkan oleh beberapa alasan,
seperfi dikemukakan Budi Rajab (2002), yaitu pertama semakin tinggi tingkat
pendidikan, semakin terbatas jumlah sekolah yang tersedia. SD tersedia disetiap desa.
maka setiap murid SD tidak perlu keluar desa untuk pergi sekolah. Tetapi seorang murid
harus menempuh perjalanan yang lebih jauh jika ia bersekolah di SLTP, apalagi di SMU,
yang umumnya masih terkonsentrasi di kota. Dalam keadaan seperti ini, banyak orang tua
yang enggan bila anak perempuannya pergi ke sekolah yang jauh karena akan kehilangan
bantuan tenaga kerja. Kedua, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya
yang harus dikeluarkan. Besarnya biaya sekolah ini menjadi hambatan terutama bagi
mereka yang miskin dan pada keluarga miskin orang tua lebih memilih anak laki-laki,
karena tenaga perempuan lebih banyak dibutuhkan di rumah. Dan ketiga investasi dalam
pendidikan sekolah untuk perempuan kerapkali tidak banyak dirasakan orang tua. karena
anak perempuan setetah menikah akan menjadi anggota keluarga SUAMINYa.

Jika kita lihat berdasarkan angka partisipasi sekolah dari siswa perempuan di
tingkat sekolah dasar di tahun 1999/2000 dengan rata-rata perbandimgan di 26 propinst
atara 51,68% untuk laki-laki dan 48.32% untuk perempuasn. Gambaran vang tidak jauh
berbeda kelihatannya juga terjadi di tingkat SLTP (Sekolaj Lanjutan Tingkat Pertama)
dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas). Angka-angka statistic partisipasi bersekolah
masyarakat di 26 propinsi secara umum menunjukkan laki-laki lebih unggul dari pada
perempuan. Jurang perbedaan ini bahkan kelihatannya lebih mencolok lagi ditingkat

Perguruan Tinggi.



Angka-angka statistik yang lain menunjukkan bahwa tamatan sekolah antara laki-
laki dan perempuan secara konsisten memperlihatkan bahwa laki- laki sekali lagi duduk di
peringkat atas kecuali dalam tingkat pendidikan tamatan D1+D?2. Pada yang belakangan
ini perempuan sedikit lebih unggul dibandingkan laki-laki. Bisa jadi ada berbagal alasan
mengapa ini terjadi, tapi yang pasti kelihatannya keunggulan perempuan dalam jenjang
tamatan ini sangat berkaitan dengan program D1+D2 yang lebih banyak menawarkan
pendidikan praktis dan smgkat agar bisa dengan segera digunakan. Hal lain yang berlaku
jenis pekerjaan vang ditempuh, harus selalu disesuarkan dengan jenis pendidikan yang
dimiliki, §api-lagt menurut data statistic yang ada kaum perempuan sangal dirupikan
karena sebagian besar dari mereka adalah pekerja yang tidak dibayar

Yang cukup menggemblrakan dalam lokakarya DEPDIKBUD adalah adanya
kesadaran bahwa persoalan gend merupakan isu penting dalam kemajuan pendidikan di
Indonesia. Seharusnya hal ini sudah disadari sejak dulu sebab berbagai basis legal telah
ada dan sepakati bersama. Ini antara lain bisa dilihat dari dua basis legal vang ada di
bawah ini:

- Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 | “Setiap wargancgara, baik
perempuan maupun taki-laki, mendapatkan kesempatan setara untuk mengecap
pendidikan”.

- Inpres No.9 thn. 2000: keputusan untuk melakukan Gender Mainstreeming,

Di tingkat Internasional sudah jauh- -jauh hari muncul argument yang menyatakan
bahwa pertumbuhan ekonomi dalam sebuah Negara berkaitan erat dengan sumber daya
manusia (SDM). Ini artinya, sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat penting,
dan ini artinya juga anggaran nasional bagi sektor tersebut juga harus sangat besar jika
iaruhannva adalah pertumbuhan ekonomi, atau lebih umum lagi, pembangunan nasional.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam salah satu pernyataan atau kesepakatannya
menegaskan bahwa pendidikan perempuan merupakan instrument yang paling berkuasa
untuh melakukan perubahan jika tujuannya adalah meraih kualitas bangsa yang baik.
Pernvataan tersebut tertuang dalam kesepakatan yang berbunyi sebagai berikut:

The Beijing Declaration and The Platform for Action, 1996 (Gender, Education and

Development, Intemnal Center of the /LO): “Pendidikan merupakan Hak Asasi

Manusia dan merupakan alat penting bagi pencapaian kesetaraan, perkembangan dan

vedamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan, baik bagi

verempuan maupun laki-laki, yang pada akhimya akan mempermudah terjadmya

kesetaraan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki dewasa.”



Biia melihat, maka sebetulnya sudah ada basis legal yang mendukung kesetaraan
gender dalam pendidikan, maka seringkali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan
kepada kaum feminis adaiab, “Lalu, dimana persoalannya? Bukankah aturan-aiuran yang
ada mendukung kesetaraan perempuan dalam pendidikan?” Sebaliknya, kaum feminis
pun bertanya balik, “Mengapa aturan-aluran lcpal yany disepakain tetap peniiggirhan
perempuan dalam pendidikan?”

Bagi haum fominis ada dua perimasalaiatinya yany hasus dipnihiaiinant di suu
yakni. pertama. awuran-aturan legal yang ditetapkan ternyata masih sangat umum dan
belum masuk secara  sposilib  luruhali-luiunan “Gender dalwn Vomdidihain” dalaii
perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu yang kedua, untuk membuat sebuah
kebijakan yang melindungi hak-hak picinpuai Jalain pendidikan, inaka, pudu scbuah
kajian dan pemahaman yang i mendalam tentang isu-isu perempuan. Bila pemahaman
tentang isu-isu percmpuan tidak diperhitungkan maka kebijakan-kebijakan yang
dihasilkan akan sangat tidak berguna dan bahkan bisa jadi menguatkan bias gender dalam
pendidikan.

C. Memahami Kchijakan Publik dan Perempuan

Hal penting yang perlu diingat bila kita membahas soal kebijakan publik, secara
aormative ini artinya kita sedang berbicara tentang peranad pemerintah  dalam
menentukan kualitas kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, pernyataaan ini dapat
dianggap controversial, sebab masyarakat bisa jadi menganggap bahwa pemerintah
seringkali bukan menyelesaikan masalah tetapi justru membuat atau menambah masalah
baru. Akan tetapi justru membuat atau menambah masalah baru. Akan tetapi, lepas dari
argumentasi tersebut, kebijakan public memang mempengaruhi kehidupan masyarakat,
dalam termasuk kehidupan masyarakat perempuan di dalamn}a, Demikian juga
sebaliknya, banyak perubahan-perubahan yang telah dicapai perempuan dalam
kehidupannya sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi pula kebijakan public. Oleh
sebab itn, perubahan dalam kebijakan public harus memperhitungkan nilai-nilai,
keyakinan dan budaya yang dianut yang mempengaruhi kchldupan perempuan.

Kajian budaya menjadi focus utama dalam menganahsa pendldlkan dalam
perspektif perempuan di mana disadari bahwa kendala yang dihadapi oleh perempuan
dalam pendldlkan merupakan persoalan attitude masyarakat yang didominir olch pilai
laki-laki terhadap perempuan. Focus pada budaya mengaswmsikan bahwa apa yang
terjadi dalam kehidupan perempuan, identitas dirinya, keyakinannya, perilakunya dan



nilai-nilai yang diamu, di dapat lewat interaksi dengan orang-orang lain dan bentukan
dari institusi disekelilingnya. Pendckatan budaya pada kebijakan public adalah
pendekatan yang peduii pada factor kelas, gaya hidup, agama, identifikasi etnis, ras dan
gender.

Budaya sangat tergantung pada kelompok-kelompok sucial dalam mencipiakan
dan mentransimisikan nilai-nilai tertentu. Pergerakan perempuan percara bahwa nilai-

nifas budiva vang ada di masvarakat sdalah nilai-nilai dominand laki-laki.

D. Beberapa Perspehtif Perempuan Tentang Pendidikan,

Banyak orang vang menyangka bahwa feminisme merupakan istilah baru atau
paling tidak berkembang pada saat-saat “The Flower Generation” {di tahun-tahun {960-
an dan 1970-an} di Negara-ncgara Barat (Amerika Serikat dan Eropa Barat). Selanjutnya,
dalam perkembangan kemudian, kondisi dan peran perempuan di era tahun 1980-an telah
maju dengan pesat, mereka menikmati hak politik, kesetaraan upah, kesempatan dalam
berkarier, kebebasan seksual dan sebagainya.

Apa benar demikian ? Ternyata istilah atau kata Feminisme sendiri bukanlah
istitah yang baru. Sebaliknya, istilab-istilah feminis telah ditemukan berabad-abad yang
silam. Kata feminisme berasal dari kata latin femina (perempuan )} yang mempunyai
makna * memiliki kualitas perempuan”, dan mulai dipakai istilah tersebut pada tahun
1890-an dalam sebuah publikasi bernama the Athenaeum, 27 April 1895. Walaupun
memang menurut Liza Tuttle, pada zaman-zaman tersebut istilah feminisme baru
merupakan sebuah kesadaran dan belum merupakan sebuah kesadaran politik apalagi
teoritis. Sejarah feminisme membuktikan bahwa wacana feminid kemudian berkembang
dengan pesat pada abad ke-20 dan kini merupakan salah satu teori yang sangat
herpengaruh di hamper sepala bidang ilmu.

k.chijakan-hebijukan yang melindungi perempuan dari diskriminasi gender sangat
Jravanghan hahwa Rancangan tndang-undang vang akan diperjuangkan oleh Dewan
Perwakilan Rakvat (DPR) tidak ada satu bab pun benkut pasal-pasalnya yang
mengkaitkan pendidikan dengan gender apalagi memasukkan perspektif gender di
dalamnya. Ada empat kebijakan yang dapat difokuskan dan kemudian dibuat undang-
undang serta peraturan pemerintah dari turupar undang-undang, yaitu:

1. Kebijakan yang memastikan akses pendidikan.

Kebijakan ini biasa dipakai oleh kaum feminis liberal untuk mengusulkan

undang-undang yang melindungi perempuan dari diskriminasi dalam pendidikan.



Misainya, memastikan bahwa perempuan tidak akan diarahkan pada pendidikan yang
steoreotif, tidak mengalami diskriminasi dalam penyeleksian studi, adanya bantuan
finasial (beasiswa) bagi mercka yang membutuhkan. Bahkan jebih jauh lagi perlu adanya
tindakan afimmasi (affirmativeaction), dan penyediaan fasilitas yang memadai termasuk

kualitas pengajar yang telah ikut pendidikan persepektif gender.

2. Kebijakan vang memperhatikan adanya persoalan budaya

Kebijakan int schapian hesar mengadopsi pandangan feminisme radikal.
Kebijakan vang memastikan bahwa skan ada sangsi pada institusi-institusi pendidikan
bita mempraktckan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal adanya pelarangan bagi
pelajar yang hamil untuk meneruskan sekolah. Adanya pelajaran yang menghususkan
pendidikan hak-hak reproduksi. Kebijakan i juga melarang diskriminasi gender dalam
seluruh tingkat pemerintah, swasta dan institusi-institusi pendidikan.

3. Kebijakan yang berpihak pada ckonomi lemah (persoalan kemiskinan);
Kebijakan ini menganut teori Marxis/Sosialis vang menganggap bahwa
pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan untuk semua
oolongan. Kebijakan ini memperjuangkan pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan
dasar, menengah maupun menengah atas. Memastikan pula bahwa kurikulum dan
fasilitas yang didapat di sekolah pemerintah memadai dan berkualitas (paling tidak
mempunyai standar baik) atau sama dengan sekolah swasta yang lebih melayani
keluarpa-keluarga yang mapan atau mampu. Sekolah swasta yang melayan keluarga

mampu harus menerima presentase tertentu murid-murid dari keluarga tidak mampu.

4. Kebijakan vang memperhatikan kurikulum dan teks-teks sekolah:

Kebtjakan ini memperhatihan kurikulum dan teks-teks bisa gender. Sesuai dengan
eori feminisme poststrukturalis dan postmodemnisme.  kurikulum  bias gender periu
dibongkar dan digantthan dengan kurnkutum yang berpihak pada kesetaraan gender.
Pendidikan gender wajib digjarkan di dalam setiap tingkat pendidikan. Apakah
pemikiran-pemikiran yang sudah dipaparkan tersebut cukup dalam membereskan
persoalan gender dalam pendidikan? Nampaknya masalah paling penting yang perlu
diatasi dalam menjalankan program apapun selain kesiapan pihak departemen untum
menjalankan program tersebut, juga adalah memberantas korupsi. Korupsi yang kronis



ditingkat pemerintahan masyarakat dan lebih merugikan lagi pada masyarakat yang
terpinggirkan seperti kaum miskin dan perempuan.

Anggaran pendidikan pun bila dinaikkan menjadi 20% dari APBN tetap tidak
akan ada artinya bagi kemajuan dunia pendidikan bila dana-dana tersebut tidak sampai
ketangan masvarakat. Beberapa proyek DEPDIKBUD telah disoroti antara lain vang
paling baru adalah korupsi untuk penyediaan buku-buku pelajaran di wilayah Sumatera
dari dana bantuan bank Dunia. Walaupun kasus ini belum terbukti kebenarannya tetapi
kini scdang diinvestipasikan oleh pihak Bank dunia tentang kemungkinan adanya
kebocoran-kebocoran. Akhimya memang. The long and winding road. Begitu kita The
Beatles. masih terus akan ditempuh oleh perempuan entah berapa lama lagi untuk

mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan.



BAB I
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan rumusan-rumusan kebijakan di universitas Negeri Medan.

2. Mengpambarkan profil Dosen. Mahasiswa dan Pegawai di Universitas Nepert
Mcedan dengan menyusun data terpilah. Senta melakukan  analisis denpan
mencrapkan Gender Analvsis Pathwars (GAP) .

3. Menemukan kesenjangan gender di Universitas Negen Medan.

4. Melakukan kajian penyebab kesenjangan gender di Universitas Negeri Medan.

5. Mengidentifikasi isu gender di Universitas Negen Medan.

B. Manfaat Penelitian
Melalui kegiatan studi ini akan diperoleh hasil sebagai berikut:

1.Tersusunnya Propil gender berupa data terpilah menurut jenis ketamin scbagai
dat pembuka wawasan bagi para perencana dan pembuat keputusan ?
2. Teridentifikasinya kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan
manfaat yang diterima laki-laki dan perempuan dan faktor-faktor yang menyebabkan
disparitas gender . |
3. Bahan rekomendasi tenmtang pendidikan berwawasan gender bagi pembuat
kebijakan pendidikan tinggi.
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BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penclitian

Studi ini merupakan analisis kebijakan pendidikan yang berwawasan gender,
vang akan dilakukan melalui pendekatan Gender Analysis Pathways (GAP) .
B. Lokasi dan Lama Kegiatan Studi

Stedi v ahan difokokan di Universitas Negerl Medan, Lama wakte penelittan
direncanakan scloma ¢ {cnam) bulan, yang akan dimulal dari surves awal. pengambilan
data dokumentasi dan analisis data, serta interpretasi untuk pengambilan kesimpulan.
C. Jenis Data
kualitatif. Data Kuantitatif terdiri dari propil dosen, pegawai dan Mahasiswa perfakultas
di Univeritas Negeri Medan. Data tersebut disajikan secara terpilah, sebagai data
pembuka wawasan.

Sedangkan data kualitatif berupa data—data tertulis temtang kebijakan
pendidikan.

D Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.

1.Variabel dan indikator Penelitian.

Varabel penelitian terdiri dari kebijakan pendidikan dan data-data terpilah. Kebijakan
pendidikan pada penelitian ini adalah kebijakan pendidikan di Universitas Negeri Medan.
Sedangkan variabel-variabel data terpilah dilihai dari beberapa indikator, yang secara
rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Variabel Indikator dan Sumber Data o o

No. Variabel Indikator ] Sumber data

i Akses dan - Proporsi Penerima Beasiswa. - Kantor PR UL PD |
Pemerataan - Proporsi Tingkat Drof Out | Il (fakultas)
Pendidikan (DO)

Tinggi
2. Mutu dan - Proporsi indeks prestasi - Kabag
Relevansi - Proporsi Jumlah vang | Kepegawaian.
penyelesaian studi - Buku Pedoman
- Proporsi lama studi Universitas  Negeri
- Jumlah Dosen Medan.
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- Proporsi tingkat pendidikan | - Buku Daftar Nama
Dosen. Dosen dan Pegawai
- Proporsi jenjang kepangkatan | Universitas Negeri
Dosen Medan
o) Management - Proporsi pengambil keputusan. | - Kabag
Pendidikan - Proporst dosen yang menjadi | Kepegawaian.
pejabat struktural - Buku Pedoman
| Universitas  Negen
i Medan. :

- Buku Daftar Nama
Dosen dan Pegawan
Universitas  Negeri |
Medan

2. Definisi Operasional

Berdasarkan variabel dan beberapa indikator yang telah dirumuskan maka definisi
operasional dari variabel adalah :

a. Kebijakan yang dianalisis, terdiri dari identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan
pendidikan yang ada saat imi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Apakah tujuan dan sasaran kebijakan yang telah dirumuskan untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender ?

- Apakah tujuan tersebut responsif gender ( tujuan dan sasaran dapat dikatakan responsif
gender apabila dirumuskan dalam pernyataan yang diarahkan untuk mengatasi
kesenjangan gender ) ?

- Apakah sudah menunjukkan data terpilah, dengan memunculkan jenis kelamin sebagai
data terpilah ?

- Apakah tclah menggunakan indikator gender sebagai sasaran akhir kebijakan tersebut ?
b. Data pembuka wawasan adalah data kuantitatif dan kualitatif yang dipilah menurut

Jens kelamin, yang digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan yang ada saat ini

memberikan dampak yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan, sekaligus akan
digunakan untuk menentukan perspektif gender dari kebijakan yang akan diremuskan.
Data ini digunakan untuk mengungkapkan adanya kesenjangan gender yang digunakan
untuk mengungkapkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti antara laki-laki
dan perempuan, yang terdiri dari :
» Profil gender mahasiswa perfakuitas , indeks prestasi kumulatif, penerima
beasiswa, dan lama studi. ‘
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+ .

e Profil gender dosen perfakultas, Guru Besar, Senat Fakuitas dan Institut, Pejabat
Struktural, Penulis Bahan Ajar.
¢c. Faktor kesenjangan gender adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan, dilihat dari kriteria peran / partisipasi,
akses, kontrol dan manfaat.

o Peran / partisipasi adalah keikutsertaan seseorang / kelompok dalam suatu kegiatan
dan atau dafam pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Seperti pastisipasi
dalam pendidikan tinggi, partisipasi dalam suatu kegistan pendidikan.

o Akses adalah penguasaan atau wewenanp atau hehuatun untuk  mengambil
keputusan. Misalkan wewenag percmpuan dalam mengambil keputusan, pimpinan
dan suatu organisasi, dan lain-lain.
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optimal.
d. Tsu kebijakan gender adalah isu-isu yang berhubungan dengan gejala kesenjangan
gender, yvang terdiri dari :
e Mengidentifikasi kesenjagan gender yang terjadi
« Mencari faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender
e Mangnalisis apakah kebijakan yang ada dapat memperluas atau
menghilangkan kesenjangan gender
E. Analisis Data
Dalam pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan yaitu dimulai dengan melakukan pengumpulan data, serta menganalisis
data dengan GAP yang dilakukan dengan langkah :

o Identifikasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Universitas Negeri
Medan dan melakukan analisis terhadap kebijakan tcrsebut, apakah telah
responsif gender dan diarahkan untuk mengatasi kesenjangan gender, ataukah
kebijakan tersebut netral gender dan tetap mempertahankan kesenjangan
gender, ataukah kebijakan tersebut justru memperlebar kesenjangan gender.

o Menyajikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin per fakultas / Prog Studi
sebagi pembuka wawasan baik kuantitatif mupun kualitatif. Data tersebut
akan dipilah berdasarkan jurusan / prog studi Data tersebut sckurang-
kurangnya dapat memberikan gambaran dimensi pendidikan yang
mencangkup tiga aspek strategis yaitu akses dan pemerataan pendidikan,
mutu dan relavansi, serta manajemen pendidikan. '
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o Melakukan analisis terbadap faktor penyebab kesenjangan gender . yang

dilihat dari aspek partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat,

o Melakukan analisis isu pendidikan ..

F. Penyajian Data

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan
penyajian data dalam bentuk tabel-tabel sederhana dan berupa gambar/grafik untuk
memudahkan pembaca dalam memahaminya.

Statstih dun indikator vang disajikan didam anabsis i secdra hescluruhan
mencanghup statistik dan indikator sederhana berupa propost dun persentase. rata-rata
dan rasio. Penyajian statistik dan indikator dalam bentuk persentase. rala-rata dan rasio
didasarkan pada pertimbangan bahwa ukuran-ukuran tersebut relatif paling mudah

dipahami pembaca.
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BAB Y
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan Pembangunan Pendidikan

identifikasi tujuan dan sasaran perguruan tinggi dilakukan sebagai
langkah pertama, dimana data diperoieh berdasarkan dokumentasi yang ada di
perguruan linggi. Kebijakan Unwersitas Negeri Medan (Unimed) yang dirujuk
dari pernyataan visi dan misi diketahui pbahwa pernyataan visi yang dikemukakan
lebin menitik beratkan untuk menjadikan perguruan tinggi terkemuka. Lebih lanjut
dalam hal misi yang dikemukakan secara umum meningkatkan sumberdaya
manusia, lulusannya unggul dalam ilmu sesuai dengan fakultas dan jurusannya.

Pada dasarnya visi, misi maupun sasaran program yang telah dirumuskan
oleh Universitas Negeri Medan secara eksplisit tidak menetapkan kesetaraan
dan keaditan gender dalam visi maupun misinya. Dalam penentuan rumusan visi
dan misinya Unimed bersifat netral gender dan tidak mengarah pada upaya
untuk mengatasi kesenjangan gender.

Beberapa dasar pengambilan keputusan dan kebijakan perguruan tinggi
secara umum mengacu kepada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1989, tentang
Pendidikan Tinggi, Statuta Universitas .

Beberapa kebijakan untuk penentuan jabatan struktural, - dinitai netral
gender, karena dalam setiap aturan-aturan tata tertib pemilihan calon pejabat
struktural tidak secara spesifik memberikan penekanan terhadap kesenjangan
gender. Penentukan pejabal bagi suatu jabatan lebih menekankan kepada
kemampuan calon yang akan menduduki jabatan fersebut, dengan
menggunakan peraturan nasional yang ada, dan pemiiihan secara langsung di
tingkat senat. Proses pengambilan kebijakan dan keputusan secara umum
ditakukan melalui: rapat antara pimpinan universitas , rapat senat universitas,

rapat pimpinan universitas dengan pimpinan fakultas, dan rapat tingkat jurusan.



Sedangkan kebijakan pengembangan dosen, juga secara umum bersifat
netral gender, hal ini didasarkan pada beberapa alasan dimana tingkat
kemampuan dan kemauan dosen masing-masing untuk mengembangkan diri.
Pada setiap kesempatan yang ada penentuan kebijakan untuk menentukan
pengembangan dosen masih bersifat objektif tidak mengakomodasi tentang
gender. Kebijakan penentuan pengembangan diri dosen pada dasarnya lebih
ditentukan oleh keputusan jurusan yang diketahui oleh fakuitas.

Kebijakan penerimaan mahasiswa secara umum bersifat netral gender,
termasuk pada beberapa jurusan yang didominasi oleh perempuan. Hai ini
perarti bahwa dalam penerimaan mahasiswa Unimed tidak mempersyaratkan
aspek-aspek yang berhubungan dengan kelompok jenis kelamin tertentu atau
netral gender. Penerimaan tersebut lebih terhadap persyaratan akademik. Oleh
sebab itu secara umum kebijakan penerimaan - mahasiswa fidak ada
keberpihakkan terhadap salah satu kelompok jenis kelamin tertentu. Pihak
program studi tidak memberikan aturan yang secara tegas yang responsif

gender.

B.Profil Gender dan Analisis Gender

Untuk melakukan analisis gender, sebagai upaya mengukur
kesenjangan/disparitas/gap kinerja perempuan dan takilaki dapat dilakukan
langsung dengan membandingkan antara indikator yang diperoleh dari
perhitungan perempuan dengan indikator yang dipercien dari perhitungan laki-
taki. Namun demikian perbandingan langsung tersebut tidak dapat mengukur
besar kecilnya magnitude kesenjangan. Oleh sebab itu untuk mengukur
magnitude kesenjangan dapat digunakan Indeks Paritas (IP) dan dan Disparitas
Gender (DG}

Indeks Paritas merupakan rasio capaian kinerja perempuan terhadap laki-
laki. Berdasarkan hitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa: jika indeks
paritas sama dengan satu menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinena atau
kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, Indeks paritas lebih kecil dari satu
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menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih
rendah dibanding kinerja laki-laki, dan Indeks paritas lebih dari satu
menunjukkan terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih
tinggi dibanding kinerja laki-taki. Namun tujuan dari pembangunan pendidikan
berwawasan gender bukan membuat Indeks paritas lebih dari satu tetapi
membuat Indeks paritas mendekati satu, yang berarti bahwa pembangunan yang
dilakukan tere dunayakan untuk memberikan peluang yang sama antara iaki-
laki dan perempuan. Sedangkan disparitas adalah selisih kineqa pendidikan
perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu semakin tinggi niiai absolut disparitas
semakin tinggi kesenjangan gendernya.

Berikut ini akan dianalisis dan dibahas mengenai isu gender berdasarkan
berdasarkan ketiga isu strategi pendidikan. Pembahasa lebih ditekankan pada
perbedaan / disparitas gender dan indeks paritas gender.

1. Akses ! Pemerataan Pendidikan

Berbagal data yang akan disajikan pada bagian akses dan pemerataan
pendidikan terdiri dari: data tentang profit mahasiswa yaitu jumiah mahasiswa
berdasarkan fakultas, program studi dan jumiah mahasiswa penerima beasiswa.

Jumiah mahasiswa Unimed terdaftar sebanyak 4.231 (34,6%) mahasiswa
laki-laki dan 8004 (65,4 %) mahasiswa perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa

bahwa jumlah mahasiswa laki-laki masih sangat rendah.

Grafik M it R b Janis K

OLak L
W Perempiar:

FMIPA FT
Fakciten

Gambar |. Grafik Mahasiswa Menurut Jenis Kelamin
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Hat ini juga terlihat dari indikator gender seperti pada tabel dibawah ini :

tabet 5.1.
Disparitas dan ldeks Paritas Gender Mahasiswa 2004
Persentase . : indeks
fFakultas Tokiai et Disparitas Paritas
FiP 0 100 100 100
F85 19.2 808 616 4.2
FIS Y A O S 46 2,7
MIPA 259 i oo %82 28
FT 58,2 41.8 -16,4 07
FIK 78,5 20,5 -59,5 0,2
Tofal 34,6 654 30,8 1,9

Sumber : Statistik Unimed 2004

Berdasarkan Tabel 5.1, dapat dilihat bahwa dispariias gender antara
jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan di Unimed secara keseluruhan
sebesar 30,8 dan indeks paritas sebesar 1,9. Hal ini berarti masih terjadi
kesenjangan gender yang cenderung lebih banyak perempuan yang mengikuti
kuliah di Unimed. Hal im menunjukkan bahwa mahasiswa laki-taki masih enggan
untuk masuk ke Unimed. Dari perbedaan angka tersebut maka untuk mencapai
keseimbangan gender perlu diusahakan agar terjadi penambahan jumiah
mahasiswa laki-laki sebanyak 30,8 %..

Distribusi mahasiswa berdasarkan fakultas diketahui bahwa fakuitas yang
didominasi oleh laki-laki berada di fakultas limu Keolahragaan yaitu 65,4 %.
Fakuttas Teknik mesin > 93 %, teknik elekiro dan bangunan > 71 %. Sedangkan
Perempuan terkonsentrasi pada fakultas MIPA (74,1 %) , FIS (73 %), FBS (80,8)
dan PIP (100) Jurusan yang didominasi oleh perempuan yaitu > 95 %. Sajian

data secara rinci tersaji pada Tabel 5.2 berikut ini;
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tabel5.2

Data Sebaran Mahasiswa Regu

Jenis Kelamin

ler Menurut Fakultas dan Jurusan Menurut

No. | Fakultas | Jurusan /Prog. | L % |P % |L+P | |
1 /PP | PGSD -1 "ol 92} 100 ezH
L PGTK lI ol 41y 100 4114‘
I Jumlah '. : 133 | 133
b—— __._:.. e - — — . s __‘ ﬁ.,__.,__:.__._... JE -
2 .FBS B. Indonesia 66 | 13_7_ 27| 455 |'87,31 521"
e B inggris o 341 52| 621 948 7655
T S Jeman | 481221 169| 779] 217,
( | B. prancis 11, 62| 166 938 177\_‘
| Seni Rupa 871572 65| 428 152 |
[ Seni Musik g7 | 386 154 614 251 |
\ Seni Tari 41 89| 41| 911 45 |
L G Indonesia Nk | 4228,2| 109] 718 151
F | B. Inggris Nk | 842889 207|711 291
| Jumlah [ 473 19,2 1985 80,8 | 2458
|
3 |FIS PPKN B8 | 22| 207| 78, 265 4
_. 1 Seijarah " e6l248| 200 752 266
| Geografi 102 | 24| 323| 76| 425
Ekonomi B8 1211| 204| 78,9 | 272
| Akutansi 119 26,3| 333 73,7 452 |
Adm. Perkantoran 67 12541 197 | 74,6 264
Tata Niaga {13 j272| 303} 728 416 ]
Managemen Nk 109 (42,1 150 | 57,9 259 |
- Akutansi Nk | 963281 197)|672| ~293] |
| | Jumiah ~ 798 27! 2162 773 2960
|
4 |FMIPA | Matematika 172 25{ 5401 75 iVl
Fisika T Tigs 28 534 T2 732
B Biologi 106457 571] 843 677
Kimia 143 | 25,8| 412 74,2 555 |
Matematika Nk 851305| 1941 69,5 279 |
Fisika NK 1201 41| 173 59 293
Biologi Nk 5118,2| 230| 818 281
Kimia Nk 114 {377 189| 623] 303
Jumlah 989 | 25,9 | 2.843 | 74,1 3.832
' |
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5 | Teknik | Teknik Elektro 2041745] 70]255| 274

Teknik Mesin 257 | 97,4 71 26| 264
Teknik Bangunan 137 1714 55| 28,6 1921 |

Teknik Mesin Nk 106 | 93,8 70 62 113

] Teknik Sipil Nk 96 | 86,5 151 13,5 111

Tata Boga 6 50 111| 95 117

Tata Busana 1 5 2] 317 98 322

Jumlah ! I 811 158,2 5821 418! 1393
I,_/__ e e —— _+ ...... - ___ ...... [T PR . ...... , _____
[ 6 |FIK pGSD Pemjas | 30 771 g 23 3%
i ' 'PJS'_jj’*_‘f' 347 855 59 145 406
- T " iPKR 081715 831 285] 291] |

PKO 441 815] 100]| 18,5 541

{KOR 134 1736| 48| 264 182

Sub
Jumlah 1160 | 79,5 | 298| 20,5| 1458
Total 4931 | 34,6 | 8.004 | 654 |12.235

Sumber: Statistik Universitas Negeri Medan, 2004

Bila dibandingkan antar fakultas dapat dilinat bahwa disparitas gender
terbesar terjadi pada FIP, FBS, FIS dan MIPA Hal ini berarti masih terjadi
kesenjangan gender yang cenderung lebih banyak Iperempuan dibandingkan
dengan laki-laki. Sebaliknya pada fakultas ilmu pendidikan menunjukkan
kesenjangan yang mencolok dimana hahasiswanya 100 % adalah perempuan
dan berbanding terbalik dengan FIK yang mahasiswanya didominasi laki-laki.
Oleh sebab itu untuk ‘supaya terjadi keseimbangan maka pada fakultas
keolahragaan dan teknik diperlukan tambahan perempuan.

Keberadaan jumlah mahasiswa perempuan lebih besar dibandingkan laki-
laki ini disebabkan oleh persepsi dan masyarakat pada umumnya yang
menganggap bahwa bila masuk Unimed itu akan menjadi guru. Dan adanya
anggapan bahwa profesi guru cocok untuk perempuan menkipun sekarang

udah menjadi Universitas yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa
yang masuk untuk jadi guru maupun tidak. Kesenjangan pada jurusan tertentu
seperti di Fak teknik dan Fakultas keolahragaan hal tersebut masih didominasi

oleh adanya persepsi masyarakat bahwa yang berhubungan dengan teknik dan
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keolahragaan berhubungan dengan pekerjaan laki-laki. Pengaruh struktural,
yaitu menyangkut nilai, sikap, pandangan dan pritaku masyarakat yang secara
dominan mempengaruhi keputusan keluaraga untuk memilih perguruan tinggi
dan jurusan-jurusan yang dianggap cocok untuk perempuan maupun laki-laki.
Selain itu faktor kebijakan pendidikan khususnya yang menyangkut sistem
seleksi mahasiswa baru. Sistem seleksi ini masih kurang sensitif gender. Oleh
sebab itu jika tidak ada intervensi yang berarti dalam sistem seleksi ini maka

akan sulit mencapai keseimbangan gender.

Indikator iain dalam melihat akses dan pemerataan pendidikan adalah dari
jumiah penerima beasiswa yang ada di Unimed, hal ini berkaitan juga dengan
program studi yang dikuti oleh mahasiswa secara finci tertera pada tabel5.3
berikut ini :

Tabel 5.3 Jumlah Penerima Beasiswa Berdasarkan Jenis Ketamin

fNo. i Fakultas Penerlima Beasiswa

] L {% [P % D 1P
Q Fip 23 |12 194 49 |37 41
2. |FBS 139 |73 1256 1133 |6 18
3. |FIS 171 |89 l1a2 174 |15 |08
E eMipA 1151 |79 |440 (23 |181 129
5. |FT 127 |66 |91 |47 |18 |07
6. |FIK 151 |79 |120 |67 [-1.2 0.8
- |tota |762 398 | 1151 (602 |204 |15

Bila dilihat dari penerima beasiswa diperoleh data bahwa jumlah penerfima
beasiswa perempuan lebih banyak yaitu 60,27% ( 1151 orang) dan laki-laki
39,8 % (762 orang). Hal ini juga terlihat dari nilai disparitas dan indeks paritas
yang memperlihatkan kesenjangan dimana peremouan lebih banyak, ini sesuai

dengan kuota mahasiswa perempuan sebanyak 65,4 %.
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2. Aspek Mutu dan Relevansi

Pada aspek mutu dan relevansi akan dikaji dari waktu tempuh yang

dilakukan oleh mahasiswa dapat menjadi indikator untuk melihat mutu dan

relevansi.

Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelamin seperti disajikan pada

Tabel 5 4 maka aki laki maupun perempuan mampu menyelesaikan studi tepat

waktu. Namun demikian cukup banyak mahasiswa laki-laki yang menyelesaikan

iebih dari waktu 4 tahun {55,08%) menyelesaikan pada waktu antar 4,6 sampai 5

tahun. Sedangkan untuk perempuan hanya 31,7%.

ok
AL

=

= A
~

Proporsi Rata-Rata Lama Studi Mahasiswa Unimed tahun 2004

: Laki-laki Perempuan Total
No Lama Studi Jumish % __ Jumiah % ___ Jumlah
(1) (2) (3 (4) (5} {6) (7}
1 >5Th 99 12.56 64 5.88 163
2 46-~5Th 434 55.08 345 31.71 779
3 4—-45Th 255 32.38 679 62.41 9.34
Jumiah 788 100 1088 100 1876

Hal ini menunjukan bahwa perempuan lebih tekun dan rajin daripada laki-laki
Selanjutnya untuk indek prestasi kumulatif (IPK) tersaji dalam tabel berikut

Tabel 5.5 Data Indeks Prestasi (IP) Kelulusan Mahasiswa S-1 TH 2004

No | Fakultas Tertinggi Terendah
Laki-iaki Perempuan | Laki-laki Perempuan -

1 |FIP 3,60 3,66 2,53 2,54
2 |FKK 3,44 -3,16 2,05 2,65
3 |FBS 3,85 3,86 2,34 2,10
4 |FT 3,40 3,75 2,51 2,50
5 |FIS 3,69 3,75 2,53 2,35
6 | FMIPA 3,65 3,80 2,27 2,36
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Berdasarkan tabe! diatas menunjukan bahwa indeks prestasi kelulusan
mahasiswa tertinggi dan terendah tidak jauh perbeda antara laki-laki dan
perempuan. Hal tersebut menunukan tidak ada yang membedakan antara laki-
laki dan perempuan untuk mencapai prestasi. Dengan demikian laki-laki dn
perempuan memiliki peran yang sama untuk mencapai keberhasilan yang

maksimal.

tabei 5.6 Proporsi Rata-Rata Indek Prestasi Kumulatif Mahasiswa Tahun 2004

No indek Prestasi Laki-laki Perempuan Total
Kumulatif Jumiah % Jumlah % Jumiah
(1) (2) (3) 4) &) (6) (7}
1 >3.5 95 7.92 112 11.64 207
2 30-35 321 26.77 431 44.80 752
3 25—-299 651 5430 323 33.58 974
4 <25 132 11.01 96 9.98 228
Jumiah 1199 100.00 962 100.00 2161

Sumber- Data sekunder UNIMED

Berdasarjkan rata-rata indek prestasi kumulatif mahasiswa tahun 2004,
lebih dari 3,5 didominasi perempuan (54,11%), sebaliknya IPK kurang atau sama
dengan 2,5 — 2.99, lebih banyak didominasi oleh laki-laki (54,3%). Hal ini secara
tidak langsung akan menunjukan adanya hubungan antara lama studi dengan

jumiah IPK yang dicapai.
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Grafik Indek Kumulatif Mahasiswa
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Gambar 2. Grafik Rata-rata IPK Mahasiswa

Jika dilihat menurut kelompok jenis kelaminnya seperti tertera pada Tabel
maka dapat diketahui bahwa baik laki-laki maupun perempuan terkonsentrasi
pada perolehan IPK antara 30 - 3.5, namun semakin tinggi IPK, prosentase
perempuan lebih tingg dibandingkan faki-laki.

C. Aspek Manajemen Pendidikan
1. Profil Dosen Unimed

Berdasarkan jenis kelamin diketahw banyaknya dosen iaki-laki sebanyak
588 (68.2%) dan dosen perempuan 274 ( 31.8 %). Keadaan ini menunjukkan
adanya kesenjangan gender yang ditunjukkan oleh dominannya dosen laki-laki

dibandingkan dengan dosen perempuan.
Jika dilihat dari sebaran berdasarkan fakuitasnya diketahui bahwa hampir

disemua fakuttas representasi dosen laki-laki lebih tinggi dibandingkan dosen

perempuan.
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Gambar 3. Proporsi Dosen Unimed Menurut Jenis Kelamin
Tingkat kesenjangan gender antar fakultas sangat beragam seperti
ditunjukkan pada grafik di atas. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa
kesenjangan gender paling tinggi dengan dominan dosen laki-taki dijumpai di
fakuitas ..FiK, MIPA, FT dan FIS. Terlihat dari nilai indeks paritas. Kesenjangan
gender paling rendah di fakuitas FIP dan FBS.

Tabel 5.7 Proporsi Dosen Unimed Menurut Jenis Kelamin

Tahun Laki-faki Perempuan
Fakultas Jumlah %  Jumlah % D P

2004 FBS 93 10.4 63 70 34 67
FIP 59 66 42 47 19 07
MIPA 145 163 66 74 89 04
FiS 133 149 51 57 -92 04
T 129 14,5 54 60 -85 04
FIK 6 0,6 50 56 5 9.5
Jumiah 565 63 326 365 -269 06

Sumber: Statistik Universitas Negeri Medan
Gambaran perkembangan kesenjangan gender pada masing-masing

fakultas, tersebut merupakan gambaran umum yang apabila ditinjau dari jenjang
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pendidikan, tingkat kesenjangannya ternyata beragam seperti dapat dilihat pada
gambar 4.
Grafik Dosen UNIMED Berdasarkan Tingkat Pendidikan

350 :

Jumiah

5-2
Jenjang Pendidikan

‘DPerempuan Bl.akiLak
Gambar 4 . Proporsi Dosen Menurut Jenjang Pendidikan
Berdasarkan grafik diatas ferfihat kesenjangan gender terjadi pada
semua tingkatan yaitu $-1, S-2 dan S-3. Hal ini menunjukan bahwa tingkatan
pendidikan Dosen laki-laki lebih tinggi daripada perempuan Semakin tinggi
jenjang pendidikan ternyata semakin tinggi tingkat kesenjangan gender, dan
semakin besarnya tingkat dominasi dosen laki-laki.

Tabel 5.8 Proporsi Dosen Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang | FBS FiP MIPA FIS FT FIK Jumiah

Pend

P iL [P |L [P |L P L (P IL P |L P L
S -1 42 | 51 24 |26 ;27 |50 36 |96 |37 56 |3 22 169 301
S5-2 20 |37 |18 |27 |37 |81 5 i34 (17 [59 ;3 27 110 265
S-3 1 5 - 53 2 14 0 3 0 14 {0 1 3 43
Jumlah |63 |93 142 {59 (66 | 145 |61 13 |54 12 |6

50 | 282 |609
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Sumber :Daftar Nama-Nama Dosen/Asisten Dan Pegawai Admiristrasi Unimed 2004.
Berdasarkan data jenjang pendidikan diketahui bahwa dari 470 dosen
perpendidikan S1, hanya 168 orang dosen perempuan (35,9%), dari 375 dosen
berpendidikan S$2, hanya 110 orang dosen perempuan (29,3%), dan dari 46
dosen berpendidikan S3, hanya 3 orang dosen perempuan (6,5%). Pada Tabel
5.13, dapat dilihat keadaan proporsi pendidikan tertinggi dosen menurut
kelompok jenis kelaminnya, diketahui bahwa lebih banyak dosen laki-laki yang

berpendidikan S1, S2 maupun S3.

Berdasarkan kajian dari segi golongan yang dicapai dosen, diketahul
bahwa semakin tinggi golongan yang dicapai semakin sedikit dosen perempuan
yang dapat meraihnya. Berdasarkan keadaan tersebut terlihat bahwa semakin
tinggi golongan semakin besar disparitas gender yang terjadi, seperti teriinat
pada tabel berikut berikut.

Tabel 5.9 Proporsi Tenaga Edukatif Unimed Menurut pangkat

Gol L % P % D iP
A 39 4,5 37 43 -0,2 0,8
i1 B 64 7.4 43 4,9 -2,5 0,6
iHC 140 16,2 83 9,6 -6,6 0,6
Il D 147 17 898 6,8 -102 | 04
VA 185 21,5 65 7,5 -14 0,3
VB 71 8,2 23 2.7 -5,5 0,3
WG 39 4,5 14 1,6 2,9 0.4
VD 11 1.3 2 0,2 -1.1 0,2
IVE 10 1,2 2 0,2 -1 0,2
588 68,2 | 274 318 | -364 | 0,5

Sumber - Daftar Nama-Nama Dosen/Asisten Dan Pegawai Administrasi Unimed 2004.

Berdasarkan kelompok jenis kelaminnya, diketahui bahwa pada kelompok dosen
laki-laki, persentase terbanyak pada golongan IV A dan terkecil pada golongan [V/e
sebesar 1,2, sedangkan pada kelompok dosen perempuan persentase terbanyak ada
pada golongan lllic sebesar 9,4 % dan terkecil pada golongan IV/D dan iV E sebesar
0,2%. Berdasarakan data diatas diketahui bahwa kesenjangan gender terjadi pada
semua tingkat golongan. Hal ini menunjukan bahwa golongan pada laki-laki lebih

tinggi daripada perempuan terlihat dari nilai dispoparitas dan indeks paritas.
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Tabel 5. 10 Proporsi Dosen Unimed Berdasarkan Jabatan Fungsional Menurut

Kelompok Jenis Kelamin

Tahun Jabata_n L aki-faki Perempuan
Fungsional Jumiah % Jumiah % D P
2004  Asisten Ahli 82 9,5 61 7.1 24 07
Lektor 245 284 120 139 145 05
Lektor Kepala 249 289 90 104 -185 04
Guru Besar 22 26 3 0.3 22 0+
Jumlah 588 274

Sumber: Daftar Nama-Nama Dosen/Asisten Dan Pegawai Administrasi Unimed 2004.

Jika dilihat menurut jabatan fungsionalnya, sangat sedikit dijumpai Guru

(0,3%), Sementara itu pada jabatan Lektor Kepala dari 339 dosen sebanyak 90
orang dosen perempuan (10,4%), untuk jabatan Lekior dari 365 dosen, temyaia
120 orang dosen perempuan (13,8%), dan pada fungsional Asisten Ahli dari 143
dosen ternyata 61 dosen perempuan (7,1%). Kesenjangan gender terjadi pada
upaya pencapaian golongan kepangkatan. Hal ini tidak mengherankan karena
pencapaian golongan hampir sama dengan pencapaian fungsional dalam
kepangkatan dosen. Oleh sebab itu data data diatas merupakan refieksi
pencapaian golongan oleh dosen dan menunjukan bahwa dosen perempuan
sangat kecil yang mencapai goplongan kepangkatan yang finggi.

Berdasarkan kelompok jenis kelaminnya, diketahui bahwa pada kelompok
dosen laki-laki, persentase terbanyak pada jabatan Lektor dan Lektor Kepala
sedangkan pada kelompok dosen perempuan persentase terbanyak ada pada
jabatan fungsional Lektor .

2. Profit Pimpinan Unimed

Pimpinan Unired yang dimaksudkan pada data ini adalah jabatan
struktural yang ada di Unimed. Jabatan tersebut meliputi Jabatan Rektor,
Pembantu Rekior, Dekan, Pembantu Dekan dan Ketua Jurusan.

Jabatan struktural dosen di perguruan tinggi merupakan jabatan strategis
untuk pengambilan keputusan. Oleh sebab itu indikator jabatan fungsional yang
tepat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan gender dalam hal
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mutu dan relevansi. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel diketahui

bahwa kesenjangan gender terjadi pada semua jabatan struktural, yaitu mulai

dari pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, dan ketua jurusan, menunjukkan

adanya kesenjangan gender yang cukup besar. Hail ini terlihat dari besarnya

disparitas untuk masing-masing jabatan. Begitu juga harga indeks paritasnya

dimana harga indeks paritasnya sangat kecil jauh dibawah angka 1. Hal ini

menunjukkan bahwa jabatan struktural pada perguruan tinggi sangat bias

gender.

Tabel 5.11 Proporsi Pejabat Struktural Unimed

Jenis Jabatan Perempuan | % Laki-Laki | % D P
Rektor 1 0.6 - -
Pembantu Rektor } - - 1 06 [-086
Pembantu Rektor li - - 1 06 |-06
Pembantu Rektor 1li - - 1 06 |-06

| Pembantu Rektor IV 1 0,6 - - -
Pembantu Rektor V - - 1 06 [-06
Dekan - - 6 37 -37
Pembantu Dekan | - - 3] 37 1-37
Pembantu Dekan || 3 1,9 4 25 (-0, 10,76
Pembantu Dekan lll - - 6 3.7 |-37
Ketua Jurusan 6 3.7 17 j1061-68 '03
Sekretaris Jurusan 2 12 21 1131 119 009
Ketua Prodi 3 1,9 17 44 25 04
Kepala Labolatorium | 6 37 10 63 .-26 03
Kepala Lembaga - - 2 | 1.2 | 2 L]
Kepala Pusat 2 1.2 9 56 |-44 |02
Kepala Sanggar - - 1 06 [-06
Kepala Studio - - 2 12 [-12
Jumlah 38 25 | 114 75 |

Sumber:Daftar Nama Dosen dan Pegawai 2004
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Jabatan tersebut dijadikan analisis karena berhubungan dengan pengambilan
keputusan pada tingkat institut, fakultas dan jurusan. Berdasarkan hasil anatisis
data vyang terkumpuli menunjukkan bahwa dari jabatan tersebut
merepresentasikan keadaan jumiah pimpinan yang belum seimbang menurut
jenis ketamin. Dari 152 jumlah pimpinan yang ada, hanya terdapat 38 orang
(25%) perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa dominasi laki-laki terhadap
jabatan-jabatan tersebut masih relatif finggi.

Jika dilihat dari distribusi jabatan pada masing-masing kelompok jenis
kelaminnya, dari 114 Iaki-laki yang menduduki jabatan sebagai pemimpin,
diketahui bahwa jumlah terbanyak menduduki jabatan Ketua Prodi sebesar
13,8%. Sedangkan untuk kelompok perempuan dari 38 pimpinan, ternyata 8,7%
menduduki jabatan Ketua Prodi.

Dari segi akses dosen dari jabatan struktural diketahui bahwa refresentasi
perempuan dalam posisi pimpinan relatif masih rendah. Salah satunya karena
adanya hambatan yang dimiliki berdasarkan kemapuan individual perempuan itu
sendiri. Kurangnya kemampuan uniuk menampilkan kemampuan sebagai
pemimpin sangat jarang disadari dan terkadang didominasi keadaan lingkungan
dan budaya. Keadaan ini sangat berkaitan pula dengan adanya persyaratan
administrastif yang dipersyaratkan. Oleh sebab itu, dengan kurangnya
kemampuan perempuan mencapai jabatan fungsional dan golongan yang tepat

akan menjadi penghambat dalam menduduki suatu jabatan strukturai.

3.Isu - Isu Kesenjangan gender
Berdasarkan beberapa kesenjangan gender yang terjadi serta beberapa faktor
penyebabnya, maka dapat diidentifikasi beberapa isu kebijakan gender yang
sangat perlu mendapatkan perhatian antara lain: |
a. Kesenjangan gender yang terjadi pada keterwakitan dalam menduduki
jabatan struktural di perguruan tinggt, khususnya untuk jabatan Pembantu
Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat jabatan, maka semakin kecil
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tingkat keterwakilan oleh kelompok perempuan. Keadaan inl secara
umum dipengaruhi oleh adanya nilai-nilai sosia! budaya yang melekat
pada pemngambil keputusan pada masing-masing lembaga pendidikan
tinggi. Selain itu walaupun ada data yang menunjukkan adanya
kesenjangan gendef, namun kepekaan pengambil keputusan terhapa hal
tersebut sangat sulit untuk diterapkan. lsu gender yang terjadi dibidang
pendidikan  belum  sepenuhnya dipahami dan diupayakan untuk
dilakanakan oleh pengambil keputusan di setiap lembaga.

b. Kesenjangan gender yang terjadi akibat adanya perbedaan latar belakang
tingkat pendidikan antara dosen perempuan dan laki-laki. Hal ini
menyebabkan bahwa dosen lakidaki pada umumnya mempunyai tingkat
pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dosen perempuan.
Juga kesempatan untuk menuntut pendidikan lanjut lebih terbuka bagi
dosen laki-laki ketimbang dosen perempuan.

c. Kesenjangan gender terjadi juga pada pencapaian golongan dan jabatan
fungsional untuk dosen dimana semakin tinggi golongan dan jabatan
fungsional semakin kecil jumlah dosen perempuan yang dapat
mencapainya.

d. Kesenjangan dalam pengambilan jurusan bagi mahasiswa perempauan
daari laki-laki terlihat dari masih didominasinya jurusan yang ada di
fakuitas teknik dan keolahragaan oleh laki-laki, walaupun dari segi
kecepatan selesai studi perempuan memiliki tingkat penyelesaian yang
cepat

D. Formulasi Kebijakan Responsif Gender
Beberapa formulasi tujuan pendidikan untuk tingkat pendidikan tinggi
dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Memperkecil kesenjangan gender mahasiswa laki-laki  untuk dapat

memasuki Unimed
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b, Memperkecil kesenjangan penyebaran mahasiswa dalam setiap jurusan
yang ada sehingga mampu memberikan kesempatan yang luas bagi bagi
setiap lulusan dalam memperoleh peluang kerja.

¢. Memperkecil ketimpangan gender dalam mendududuki jabatan struktural

sebagai pengambil keputusan, baik secara akademis maupaun politis.

E. Strategi Kebijakan
Beberapa strategi yang dapat menjadi sarana untuk mencapai beberapa
formulasi kebijakan yang responsip gender dalam bidang pendidikan adalah:
a. Meningkatkan peluang yang besar bagi laki-laki untuk memasuki Unimed
jurusan yang ada.

b. Meningkatkan peluang dan mendorong perempuan/ laki-laki untuk
memasuki jurusan-urusan yang masih bias gender, sehingga terjadi
keseimbangan gender.

c. Meningkatkan peluang bagi perempuan untuk menduduki posist
pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan persyaratan

kualitas managerial dan akademik.
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